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PERATURAN 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG 

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata 

dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan di 

lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tata 

pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, 

akuntabel, dan bertanggung jawab, dalam upaya 

meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional 

dan pelayanan kepada publik atas dokumen dan 

informasi hukum yang dibutuhkan; 

b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi 

hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di 

lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu 

membentuk unit jaringan dokumentasi dan informasi 

hukum; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi 
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Pemberantasan Korupsi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6409); 

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 82); 

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi 

Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 286); 

4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 12 

Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Komisi 

Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1552) 

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan 

Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG 

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI 

PEMBERANTASAN KORUPSI. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut 

Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang 

selanjutnya disebut Pimpinan adalah Ketua dan Wakil 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi 

Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut JDIH 

Komisi adalah wadah pendayagunaan bersama atas 

dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan 

berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian 

pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, 

mudah, dan cepat. 

4. Dokumen Hukum di Lingkungan Komisi yang 

selanjutnya disebut Dokumen Hukum adalah produk 

hukum yang berupa peraturan perundang-undangan 

atau produk hukum selain peraturan perundang-

undangan. 
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5. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah 

kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, 

pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen 

Hukum. 

 

Pasal 2 

(1) Pengelolaan Dokumen Hukum dilaksanakan oleh JDIH 

Komisi.  

(2) Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. produk hukum eksternal, meliputi: 

1. Undang-Undang Dasar; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3. Undang-Undang; 

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; 

5. Peraturan Pemerintah; 

6. Peraturan Presiden; 

7. Keputusan Presiden; dan 

8. Instruksi Presiden; 

b. produk hukum Komisi, meliputi: 

1. Peraturan Komisi; dan 

2. Surat Edaran. 

 

Pasal 3 

(1) Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) dapat disebarluaskan untuk memenuhi 

kebutuhan publik kecuali dinyatakan sebagai dokumen 

dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

Peraturan Pimpinan.  

(2) Penyebarluasan Dokumen Hukum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui situs jaringan 

(website) JDIH Komisi.  

 

 

 


